




















 
 

 

 

ABSTRAK 

Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor Petanahan Kota Sibolga 

Afriani Yunita Sinaga* 

Dr. Irwan Jasa Tarigan, SH, MH** 

Sumarno, SH, MH** 

Pendaftaran hak atas tanah adalah hal yang penting untuk menjadi kepastian 

hukum jika kelak tanah yang yang dimiliki terjadi sengketa, berhubung masih banyak 

tanah yang belum didaftarkan maka Menteri Agraria dalam hal ini menerbitkan 

Peraturan nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang 

dimiliki masyarakat  

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian empiris, dengan memakai 

tipe penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer 

dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang 

terfokus pada pembahasan tentang; 1). Bagaimana Pengaturan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap? 2). Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap? 

3). Bagaimana kendala dan hambatan serta upaya pendaftaran tanah sistematis 

lengkap? 

Berdasarkan hasil penelitian dari skripsi ini, dapat disimpulkan 1). Bahwa 

pengaturan mengenai PTSL terdapat di Permen No 6 Tahun 2018 yang sudah sangat 

jelas terstruktur dari pasal ke pasal. 2) Bahwa pelaksanaan PTSL di Kota Sibolga 

sudah direncanakan dan dilakukan secara teratur dengan tahapan-tahapan yang sesuai 

dengan Permen No 6 Tahun 2018. 3) Bahwa kendala dan hambatan pada pelaksanaan 

PTSL di Kota Sibolga ada pada kendala teknis terkait dengan sumberdaya manusia 

yang kurang serta kemampuan pemahaman masyarakat tentang PTSL masih sangat 

kurang dan Kendala Hukum terkait dengan hak atas tanah hasil warisan yang masih 

dipersengketakan, upaya untuk menganggulangi kendala dan hambatan yang dapat 

dilakukan adalah dengan cara memberikan penyuluhan tentang PTSL dengan 

seksama dan dengan materi yang mudah dipahami oleh masyarakat Kota Sibolga. 

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Hak Atas Tanah, Permen 

No 6 Tahun 2018  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan hal yang dinilai penting bagi masyarakat Indonesia bahkan 

diseluruh dunia. Karena rumah dan bangunan yang ditempati oleh masyarakat itu 

berada diatas tanah, hal ini menyebabkan tanah merupakan salah satu kebutuhan yang 

harus dimiliki oleh masyarakat, entah itu untuk digunakan sebagai rumah, tempat 

usaha maupun manfaat tanah yang lainnya, yang pada intinya masyarakat 

membutuhkan tanah untuk dimiliki dan dikuasai. 

Selain tanah, Indonesia juga terdapat sektor perairan, yang bahkan luas 

teritorial perairan Indonesia lebih luas dari pada teritorial daratannya yang notabene 

adalah tanah, meskipun demikian negara telah diamanatkan oleh Undang-Undang 

Dasar 1945 untuk memelihara tanah sebaik-baiknya dan dipergunakan untuk 

kepentingan negara dan masyarakat. Maka dari itu pengaturan tentang pertanahan 

sangatlah diperlukan untuk membangun kestabilan dimasyarakat. 

Sengketa tanah merupakan masalah yang juga tidak jarang dihadapi di 

Indonesia ini, orang-orang akan berbondong-bondong ingin menguasai sebuah bidang 

tanah dan akan memakai segala macam cara untuk mendapatkannya. Penguasaan 

tanah yang secara asal dan tidak memiliki dasar yang jelas biasanya juga disebut 

sebagai pendudukan tanah yang liar. Salah satu pemicunya adalah jumlah masyarakat 

yang semakin bertambah yang dapat kita lihat bahwa Indonesia merupakan salah satu 

1 
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negara dengan penduduk terbanyak didunia, tetapi bidang tanah yang dimiliki 

Indonesia semakin berkurang dengan adanya segelintir orang yang memiliki tanah 

yang begitu banyak untuk dibuat tempat usaha dan sebagainya.  

Mendaftarkan tanah sesuai dengan dasar yang kuat adalah cara untuk 

memberikan izin menguasai dan menduduki agar terhindar dari istilah pendudukan 

tanah liar. Setelah tanah didaftarkan maka akan timbul atau terbit sertifikat maka 

dengan begitu orang yang tertera didalam sertifikat itu dapat mengklaim bahwa tanah 

tersebut adalah sah miliknya dan dapat dikuasai dan dipergunakan untuk 

kepentingannya baik itu untuk menjadi rumah tempat tinggal maupun untuk tempat 

lainnya. 

Kegiatan pendaftaran tanah merupakan langkah administrasi yang harus 

dilakukan oleh seseorang jika ingin mengklaim bahwa tanah yang ia kuasai adalah 

sah miliknya, tetapi pendaftaran tanah bukanlah sekedar perbuatan administrasi 

seseorang, tetapi juga menyangkut tentang hak keperdataan seseorang, maka dari itu 

karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia haruslah menghormati sertifikat tanah yang sudah didapatkan secara sah 

menurut hukum, karena hak keperdataan seseorang adalah merupakan hak asasi.1 

UUPA telah menyelesaikan penyelenggaraan pendaftaran tanah secara 

prinsipil di Indonesia, dimana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa 

pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah di 

 
1 Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.81. 
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Indonesia.2 Sebuah aturan hukum sering kali memerlukan peraturan tambahan yang 

biasa disebut dengan peraturan pelaksana untuk dapat menjalankan maksud dan 

tujuan yang dicita-citakan. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang 

Pendaftaran Tanah3 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 adalah merupakan bentuk dari peraturan pelaksana dimaksud. 

Dengan jumlah penduduk yang banyak dan melimpah, Indonesia masih lemah 

dalam hal mendaftarkan tanah milik warga negaranya, masih banyak masyarakat 

yang menguasai bidang tanah tanpa adanya identitas tanah berupa sertifikat hasil dari 

pendaftaran tanah yang dimiliki, hal ini akan terus berlangsung dikemudian hari, 

maka bukan tidak mungkin jumlah bidang tanah liar akan terus bertambah di 

Indonesia. Oleh sebab itu haruslah ada langkah yang dilakukan untuk mencegah hal 

ini. Maka dari itu pemerintah melalui Permen ATR/Ka. Nomor 6 Tahun 2018 

memiliki niat untuk membantu rakyat yang akan mendaftarkan tanahnya sesuai 

dengan hukum dan aturan yang berlaku.4  

Keberlakuan UUPA dan Peraturan pelaksanaannya dimana pemerintah telah 

membuat suatu program atau kebijakan dalam meningkatkan pelayanan di bidang 

pertanahan yaitu penerbitan sertifikat secara massal dan serentak di berbagai wilayah 

di Indonesia melalui PTSL. Program ini bermaksud agar seluruh masyarakat baik dari 

 
2 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria 
3 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, 

hlm 81. 
4 Atrbpn, “Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” Melalui 

https://www.atrbpn.go.id, diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 14.00 WIB. 

https://www.atrbpn.go.id/
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golongan kelas menengah sampai dengan golongan kelas ekonomi yang rendah atau 

dibawah rata-rata dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah dengan biaya murah.  

PTSL yang diselengarakan Kementerian ATR/Ka. BPN yang memiliki target 

126 juta bidang tanah di Indonesia sebagai objek terdaftar dan tersertipikasi 

keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 juta bidang 

pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada tahun 2019 dan 

10 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Karena jikalau pendaftaran tanah 

dilakukan rutinitas seperti biasanya setahun kurang lebih 500 ribu bidang, 

membutuhkan waktu beratus-ratus tahun untuk tanah terdaftar seluruh Indonesia.5 

Program PTSL ini bukanlah hal mudah bagi pemerintah, karena banyak juga 

pihak yang berprasangka buruk terhadapnya, banyak yang menganggap ini hanyalah 

pencitraan yang dilakukan pemerintah, karena pada dasarnya sejak dahulu sudah 

diberikan amanat untuk pemerintah agar mendaftarkan tanah yang dimiliki oleh 

masyarakat tetapi sampai sekarang masih sangat banyak tanah liar yang diduduki oleh 

masyarakat. Tetapi di sisi lain hal ini sangatlah tidak adil untuk pemerintah karena 

mendapat prasangka buruk dari berbagai pihak, pasalnya program PTSL ini berbeda 

dengan program-program pendaftaran tanah sebelumnya, karena PTSL merupakan 

program yang diawasi langsung oleh presiden Negara Republik Indonesia.6 

 
5Atrbpn, “PTSL Merupakan Implementasi UUPA” dalam  

https://www.atrbpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/ptsl-merupakan-implementasi-uupa-75588, diakses 

Selasa 23 April 2019 Pukul 14.00 WIB. 
6 Researchgate, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” Melalui  

https://www.researchgate.net/ , diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB 

https://www.atrbpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/ptsl-merupakan-implementasi-uupa-75588
https://www.researchgate.net/
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Kota Sibolga merupakan lokasi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kota 

Sibolga merupakan salah satu kota yang terletak di pantai Barat Sumatera Utara, 

sejauh 344 km dari pusat Kota Medan. Wilayahnya berada pada ketinggian 0 – 200 m 

di atas permukaan laut. Secara astronomis, Sibolga terletak antara 01o42' - 01o46' 

Lintang Utara dan 98o46' - 98o48' Bujur Timur. Kota Sibolga di sebelah Utara, 

Timur dan Selatan bersinggungan dengan Tapanuli Tengah, dan di sebelah Barat 

berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli. Sibolga memiliki wilayah seluas 10,77 km2 

atau 107.700 Ha yang terdiri dari 88.900 Ha daratan di Pulau Sumatera dan 18.800 

Ha daratan berupa kepulauan.7 

Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik Kota Sibolga pada Tahun 2018 

jumlah penduduk Kota Sibolga tercatat sebesar 86.789 jiwa. Kota Sibolga merupakan 

salah satu wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk yang terbesar di Provinsi 

Sumatera Utara, dengan kepadatan penduduk sebesar 8,111 jiwa/km2.8 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

membahas tentang “Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga”. 

B. Rumusan Masalah  

 
7Sibolga Dalam Angka 2018 dalam https://sibolgakota.bps.go.id/publication, diakses Sabtu, 

27 April 2019 Pukul 00.45WIB. 
8Profil Kesehatan Kota Sibolga 2016 dalam http://www. depkes.go.id /resources /download 

/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://sibolgakota.bps.go.id/publication
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaturan hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap? 

2. Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Sibolga?  

3. Bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Sibolga?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap 

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Sibolga. 

3. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Sibolga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program 

pendidikan Sarjana Hukum. 

2. Manfaat Teoritis  
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Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan 

wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan tema 

penelitian. 

3. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan 

hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Keaslian Penelitian 

PTSL merupakan program yang sangat banyak dibicarakan pada saat sekarang 

ini, maka wajar jika banyak juga penelitian yang meneliti tentang PTSL tersebut, 

tetapi penulis menegaskan bahwa pembahasan dalam skripsi ini tidak sama dengan 

penelitian sebelumnya, pembedanya terletak pada dasar hukum, fokus permasalahan, 

dan inti dari permasalahannya. 

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian 

yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian ini, terdapat beberapa judul 

penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya yang bertemakan tentang 

PTSL, tiga judul diantaranya adalah yang dilakukan oleh; 

1. Karina Gita Sahprada.9 Penelitian yang dilakukan adalah empiris dengan masalah 

terfokus pada pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL di Kota 

 
9 NPM. 1412011200, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, judul 

“Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar 
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Bandar Lampung dan menggali informasi terkait kendala apa saja yang 

menghambat terlaksananya program PTSL di Kota Bandar Lampung.  

2. M. Dani Fadhlurrohman. 10 Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan 

perumusan masalah terfokus pada pelaksanaan pendaftaran tanah melalui 

program PTSL di Kabupaten Dompu dan menggali informasi terkait kendala apa 

saja yang menghambat terlaksananya program PTSL di Kabupaten Dompu. 

3. Tongam Nadeak. 11 Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan 

perumusan masalah terfokus pada pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah 

kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Medan dan menggali informasi faktor-

faktor penghambat terlaksananya percepatan pendaftaran tanah melalui program 

PTSL di Kota Medan. 

Secara konstrukstif, substansi pembahasan dan locus penelitian dari ketiga 

penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat 

ini. Oleh karenanya, penelitian yang penulis lakukan adalah  penelitian yang berbeda 

dengan penelitian yang ada sebelumnya. 

 
Lampung”. Selengkapnya lihat http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/1216, diakses 

Selasa 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB 
10 No. Mahasiswa 1441012, merupakan Mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu  Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dalam penelitian skripsi pada Tahun 2018 

dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten 

Dompu”. Selengkapnya lihat https://dspace.uii.ac.id/bitstream/ handle/ 123456789/8354/M.%20Dani% 

20Fadhlurrohman%20%2814410121%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses Selasa 23 April 

2019 Pukul 13.00 WIB  
11 NIM. 140903074, merupakan Mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dalam penelitian skripsi pada Tahun 2018 

dengan judul “Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional  Kota Medan” selengkapnya lihat   

http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3266/140903074.pdf?Sequence=1&isAllowed=

y diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB 

http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/1216
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/%20handle/%20123456789/8354/M.%20Dani%25%2020Fadhlurrohman%20%2814410121%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/%20handle/%20123456789/8354/M.%20Dani%25%2020Fadhlurrohman%20%2814410121%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3266/140903074.pdf?Sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3266/140903074.pdf?Sequence=1&isAllowed=y
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F. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah adalah kegiatan adminitrasi yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terukur terarah dan berkelanjutan terhadap bidang-bidang tanah 

yang menghasilkan output yaitu sertifikat hak atas tanah.12 Tujuan pendaftaran tanah 

adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah.13 

Adapun organ pelaksana pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yaitu, antara lain; Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor 

Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Panitia Ajudikasi.14 

 
12 Pasal 1 angka (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mendefenisikan pendaftaran tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 

teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik 

dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah 

susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 
13 Urip Santoso dalam bukunya Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 2, menjabarkan bahwa yang dikenal dengan sebutan Rechts 

Cadaster/Legal Cadaster. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran 

tanah ini meliputi kepastian status hak yang di daftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. 

Pendaftaran tanah ini mengahasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran 

tanah yang Rechts cadaster adalah Fiscaal Cadaster, adalah merupakan pendaftaran tanah yang 

memiliki tujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah, yang sekarang 

dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)   
14 Selengkapnya Rahmat Ramadhani dalam buku Dasar Dasar Hukum Agraria, Pustaka 

Prima, Medan, 2019, hlm 95-96, menguraikan bahwa penyelenggara pendaftaran tanah memiliki 4 

organ yang berperan, yakni sebagai berikut:  

a. Badan Pertanahan Nasional, sesuai ketentuan Pasal 19 UUPA dan Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 

1997 yakni bertindak sebagai penyelenggara pelaksanaan pendaftaran tanah. 

b. Kepala Kantor Pertanahan, sesuai ketentuan Pasal 6 PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam hal ini 

bertindak sebagai pelaksana pendaftaran tanah kecuali mengenai kegiatan-kegiatan yang 

pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan 

sebagaimana diatur dalam PMNA/Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan 

Tanah Tertentu sebagaimana diubah terakhir kali dengan peraturan Ka. BPN Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran 

Tanah Tertentu. 
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Salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk menjamin 

kepastian hukum hak atas tanah. Legal standing-nya dapat dillihat pada Pasal 19 ayat 

(1) UUPA jo. Pasal 3 huruf (a) PP 24 Tahun 1997 yang mengarahkan bahwa tujuan 

dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sedangkan bentuk jaminan kepastian 

hukum hak atas tanah dimaksud terangkum dalam sebuah sertifikat hak atas tanah 

sebagai produk akhir dalam rangkaian proses pendaftaran tanah sebagaimana 

diperintahkan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA jo. Pasal 4 ayat (1) PP 24 Tahun 

1997.15 

 Pendaftaran tanah pada dasarnya dilakukan dalam dua hal yaitu pendaftaran 

tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah 

pertama kali adalah pendaftaran yang dilakukan terhadap tanah-tanah yang belum 

 
c. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pengertian PPAT diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (24) 

PP Nomor 24 Tahun 1997. Kegiatan PPAT adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam 

melaksanakan kegiatan dibidang pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data 

pendaftaran. 

d. Panitia Ajudikasi, tugas dari panitia Ajudikasi adalah melaksanakan pendaftaran tanah secara 

sistematatik untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 

PP Nomor 24 Tahun 1997. Pengertian dari Ajudikasi ini sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (8) PP 

Nomor 24 Tahun 1997. 
15 Tujuan pendaftaran tanah secara lengkap diuraikan dalam Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor. 5 tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa; 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :  

a.  pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;  

b.  pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;  

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan 

lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri 

Agraria.  

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud 

dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 

pembayaran biaya-biaya tersebut. 
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bersertifikat (belum terdaftar). Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah 

adalah kegiatan pendaftaran terhadap tanah-tanah yang sudah terdaftar (sudah 

bersertifikat). Selanjutnya terhadap tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat) 

dilakukan dengan dua cara, yaitu pendaftaran yang dilakukan berdasarkan inisiatif 

pemerintah (sistematis) dan yang dilakukan berdasarkan inisiatif perorangan 

(sporadik).  

Pendaftaran tanah dengan cara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek 

pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan.16 Pendaftaran secara sistematis dilaksanakan atas prakarsa 

Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang tahunan serta 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum 

ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftarannya 

dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. 17  

Program sertifikasi tanah merupakan suatu kegiatan pemerintah Republik 

Indonesia dalam melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali (terhadap tanah-tanah 

yang belum terdaftar/belum bersertifikat) secara serentak dan massif di berbagai 

daerah. Tujuan program sertifikasi tanah yang dilakukan oleh pemerintah adalah 

dalam rangka menciptakan kepastian dan perlindungan hukum, tersedianya informasi 

 
16  Dalam https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-

12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB. 
17 Boedi Harsono, Op.Cit., hlm. 475. 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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pertanahan dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.18  A.P. 

Parlindungan menegaskan bahwa pendaftaran tanah selain berfungsi untuk 

melindungi si pemilik, juga untuk mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya, 

apa haknya, berapa luasannya, untuk apa dipergunakan dan lain sebagainya.19 

Di samping tujuan tersebut di atas, program sertifikasi tanah yang dilakukan 

pemerintah juga dinilai sebagai upaya pemerintah membantu masyarakat untuk 

memiliki sertifikat hak atas tanah yang dikuasainya dengan biaya yang murah dan 

dapat berhasil guna dalam rangka mendongkrak ekonomi masyarakat melalui cara-

cara pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan modal usaha yang dibarengi dengan 

pemberdayaan dalam sektor usaha menengah kecil masyarakat. 

2. Macam-Macam Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah yang menjadi objek dalam pendaftaran tanah dalam kegiatan 

PTSL adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA20, 

selengkapnya diuraikan sebagai berikut; 

a. Hak Milik 

Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 dalam UUPA.21 

Pengaturan tentang hak milik dapat ditemui dalam beberapa pasal di UUPA.22 

 
18 Ibid., hal. 87. 
19 AP. Parlidungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cetakan Keempat, Mandar Maju, 

Bandung, 2009, hlm. 79. 
20 Pasal 1 angka (3) Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap. 
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Merujuk pada Pasal 50 ayat (1) UUPA ketentuan lebih lanjut mengenai hak 

milik akan diatur dengan Undang-Undang. Oleh karena itu Undang-Undang yang 

diperintahkan Pasal 50 ayat (1) UUPA tersebut hingga saat ini belum terbentuk, maka 

berlakulah Pasal 56 UUPA yang menyebutkan selama undang-undang mengenai hak 

milik sebagai tersebut dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku 

adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya 

sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA.23 

Dari cirinya, terdapat beberapa hal yang membedakan antara hak milik 

dengan hak lainnya, yaitu; terkuat dan terpenuh, dapat dibebani dengan hak lainnya 

(seperti hak pakai, hak guna usaha dan hak lainnya), jangka waktu tidak terbatas, 

dapat diwakafkan, dapat dimiliki oleh orang dan badan hukum (Indonesia).24 

Subjek hak milik dengan hak atas tanah yang lain juga berbeda, yang dianggap 

subjek hak milik merupakan warga Negara Indonesia dan juga Badan-Badan hukum 

tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Warga Negara Indonesia yang 

dimaksud adalah orang-perorangan perdata sementara badan-badan hukum yang telah 

ditetapkan pemerintah juga dibatasi, diantaranya Bank yang didirikan oleh Negara, 

Perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan atas UU Nomor 79 

Tahun 1958, Badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah 

 
21 Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria.  
22 Lihat Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Ketentuan Pokok Agraria. 
23 Lihat https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-

kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-

pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 

13.00 WIB. 
24 Rahmat Ramadhani, Op.Cit., hlm 65. 

https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
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mendengar Menteri Agama, Badan sosial yang ditunjuki oleh Menteri Pertanian 

setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. 

Subjek hukum yang diakui di Indonesia bukan hanya warga Negara Indonesia 

dengan badan-badan hukum yang diakui oleh pemerintah saja, tetapi juga ada warga 

Negara asing dan badan-badan hukum asing, tetapi dalam hal ini warga Negara asing 

dan badan hukum asing tidak termasuk dalam subjek hak milik. Orang asing dan 

badan hukum asing tidak dapat menerima hak milik atas tanah walaupun didapatkan 

dari hasil pewarisan tanpa wasiat, begitu juga warga Negara Indonesia yang telah 

merubah kewarganegaraannya jika ia memiliki hak milik maka haruslah dilepaskan 

hak atas tanahnya paling lama satu tahun setelah berubahnya kewarganegaraannya, 

jika dalam waktu satu tahun belum dilepaskan hak milik atas tanahnya, maka hak atas 

tanah tersebut akan jatuh pada penguasaan dan hak Negara. 

b. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk berusaha menciptakan tanah 

yang dikontrol secara langsung oleh negara untuk waktu tertentu, agar dapat 

dialihkan pada pengusaha pertanian, perikanan dan juga peternakan. Tanah seluas 

minimum 5 ha adalah kualifikasi yang dapat dijadikan hak guna usaha, dengan syarat 

bahwa jika tanah yang bersangkutan lebih luas dari 25 hektar, investasi Sistem 

Penguasaan Tanah dan Konflik yang cukup akan dilakukan dan pengelolaan usaha 

secara baik akan diberlakukan. 

 Dengan waktu yang ketat maka HGU dapat dialihkan pada pihak lainnya 

(maksimum 25 tahun). Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang dibentuk 
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berdasarkan Undang-Undang dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia yang 

dapat memiliki hak guna usaha. Hak guna usaha dapat digunakan sebagai kolateral 

pinjaman dengan menambahkan hak tanggungan. 

Dasar hukum tentang aturan HGU tertera pada Pasal 28 sampai 34 UUPA. 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai khususnya pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 18, PP Nomor 

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur tentang pendaftaran tanah 

HGU merupakan aturan yang mengatur tentang HGU. Regulasi teknis mengenai 

HGU diatur dalam Permen ATR/Ka.BPN Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman 

Penetapan Uang Pemasukan dalam pemberian hak atas tanah negara.25 

c. Hak Guna Bangunan  

Hak Guna Bangunan (HGB) digambarkan sebagai hak untuk mendirikan dan 

memiliki bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain untuk jangka waktu 

maksimum 30 tahun. Suatu hak guna bangunan dapat dipindahkan kepada pihak lain. 

Kepemilikan hak guna bangunan juga hanya bisa didapatkan oleh warga negara 

Indonesia dan perusahaan yang didirikan dibawah hukum Indonesia yang berdomisili 

di Indonesia. 

Dasar Hukum HGB diatur dalam UUPA Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 

UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak 

 
25 Lihat https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-

kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-

pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 

13.00 WIB.  

https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
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Guna Bangunan, dan Hak Pakai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 

tahun 1998 tentang perubahan HGB atau Hak Pakai Atas Tanah untuk rumah tinggal 

yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik.26  

d. Hak Pakai 

Hak pakai adalah hak untuk memanfaatkan, dan/atau mengumpulkan hasil 

dari tanah yang secara langsung dikontrol oleh Negara atau tanah yang dimiliki oleh 

individu lain yang memberi pemangku hak dengan wewenang dan kewajiban 

sebagaimana dijabarkan di dalam perjanjian pemberian hak. Suatu hak pakai dapat 

diberikan untuk jangka waktu tertentu, atau selama tanah dipakai untuk suatu tujuan 

tertentu, dengan gratis, atau untuk bayaran tertentu, atau dengan imbalan pelayanan 

tertentu. 

Dasar hukum bagi hak pakai Pasal 41 sampai dengan 43 UUPA merupakan 

salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 juga merupakan dasar hukum 

hak pakai, serta lebih dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 

1996. 

3. Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

Negara hadir turut berperan pada bidang pertanahan untuk memberikan 

kepastian hukum terkait dengan hak-hak atas tanah yang dikuasai oleh rakyat sesuai 

 
26 Lihat https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-

kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-

pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 

13.00 WIB.  

https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
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dengan apa yang diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai penyelenggara pendaftaran tanah. 

Maka dari itu sangatlah diperlukan gerakan cepat dari pemerintah untuk 

melakukan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang sudah diamanatkan sejak dahulu. 

Permen ATR/Ka Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap 

adalah respon dari hal tersebut. Dengan hadirnya peraturan ini maka diharapkan 

percepatan pendaftaran tanah yang sudah terhutang waktu sejak lama akan bisa 

terbayarkan. 

Sebelum berlakunya Permen tentang PTSL tidak ada kegiatan pendaftaran 

tanah yang dilakukan dalam upaya untuk mempercepat pendaftaran tanah yang 

dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum 

didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat 

dengan itu.27  

Maksud dan tujuan PTSL tertera pada Pasal 2 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 

Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu: 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten 

dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua 

bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.  

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian 

hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan 

asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta 

akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

 
27 Berita Kantor Pertanahan, “Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” Melalui 

http://kepri.atrbpn.go.id/ , diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 15.20 WIB.   

http://kepri.atrbpn.go.id/
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masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah 

sengketa dan konflik pertanahan.28  

Indonesia memiliki berbagai macam masalah pendudukan tanah liar, bukan 

hanya tanah yang sama sekali belum didaftarkan, tetapi juga tanah yang memiliki 

identitas kurang berkualitas atau masih dibawah garis yang benar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, PTSL dalam hal ini juga menjadi solusi 

bagi tanah-tanah yang berkeinginan untuk ditingkatkan kualitasnya. Pasal 4 ayat (1) 

dan (2) Permen ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 menegaskan hal ini bahwasanya 

program pendaftaran tanah sistematis lengkap mencakup semua bidang tanah tanpa 

terkecuali, yang artinya tidak hanya tanah yang sama sekali belum didaftarkan saja 

yang dapat ikut dalam program ini, tetapi juga tanah-tanah yang ingin lebih 

ditingkatkan lagi statusnya.  

Kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap diharapkan merupakan 

jawaban yang tepat untuk kestabilan kebutuhan rakyat atas tanah di Indonesia pada 

masa yang akan datang, karena tanah merupakan hal yang dapat diwariskan dari 

generasi ke generasi berikutnya. Untuk mencapai hasil yang baik, maka haruslah 

dilakukan dengan tahapan pelaksana yang terorganisir dan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Maka dari itu dalam hal ini Pasal 4 ayat (4) Permen ATR/Ka BPN 

Nomor 6 Tahun 2018 mengemas sedemikian rupa tahapan-tahapan kegiatan Program 

Tanah Sistematis Lengkap dari awal tahap perencanaan sampai akhir yaitu tahap 

pelaporan.  

 
28 lihat juga juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-

atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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Untuk memastikan kegiatan PTSL dapat berjalan dengan optimal, maka 

Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 juga telah mengatur tahapan dalam 

rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan PTSL yang tertera pada Pasal 6 

yaitu: 

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka 

secara bertahap 

a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL 

yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; 

dan  

b. Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL 

yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.  

(2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai 

dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan 

lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber 

daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah 

BPN. 

(3) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperbantukan 

untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat 

dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.29 

 

  

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara yang akan dipakai untuk mendapatkan 

jawaban dan hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Metode penelitian 

terdiri dari: 

1. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dimaksud adalah penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan 

menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan 

 
29 lihat juga juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-

atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup 

masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan 

dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan 

kegiatan PTSL di Kota Sibolga. 

Dalam penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Kualitatif, yakni Penelitian ini 

mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha 

menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas 

masyarakat. 

2. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris 

(field research). Bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan 

cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh 

dilapangan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Dengan melakukan analisa terhadap Peraturan Perundangan-Undangan serta 

mempelajari buku atau sumber-sumber yang menghimpun pendapat para ahli 

baik secara online maupun offline. 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Untuk lebih relevan penulis juga melakukan penelitian lapangan terhadap hal-

hal yang berkaitan dengan fenomena yang faktual. 
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4. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Data Primer 

Wawancara dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali 

oleh peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari pustaka resmi, buku-buku yang berkaitan dan 

relevan dengan objek penelitian.  

5. Analisis Data 

Analisis data kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk uraian 

kalimat yang dituliskan melalui skripsi. 

H. Sistematis Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab yang terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, 

Metode Penelitian, dan Sistematisa Penulisan. 

Bab II Pengaturan Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Berisikan uraian-uraian tentang; Pengertian dan Dasar Hukum PTSL, Asas-Asas 

PTSL, serta aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan PTSL. 
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Bab III Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga. Berisikan uraian tentang tinjauan umum PTSL, 

prosedur hukum pelaksanaan PTSL, serta tahapan-tahapan pada kegiatan PTSL. 

Bab IV Kendala dan Hambatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di 

Kantor Pertanahan Kota Sibolga, berisikan uraian tentang kendala-kendala 

yang mungkin terjadi pada kegiatan PTSL yang dilaksanakan di Kota Sibolga 

sekaligus upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut. 

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran terhadap 

hal-hal yang terkait dengan temuan dan kelemahan dari hasil penelitian. 
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BAB II  

PENGATURAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH                                

SISTEMATIS LENGKAP 

 

A. Pengertian Dan Asas Pendaftaran Tanah 

 

Pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah yang dilakukan terus-terusan dan secara terstruktur meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik 

dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 

serta hak-hak tertentu yang membebaninya.30  

Pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah 

berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang 

hanya meliputi: pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan 

peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian 

yang kuat.31 

 

 
30 Lihat  juga https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-

agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-

peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 

Pukul 15.20 WIB 
31 Urip Santoso, Op.Cit., hlm 287. 
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https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
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Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya, 

yaitu:32 

1. Adanya serangkaian kegiatan  

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali, kegiatannya berbentuk pengumpulan dan pengolahan data fisik 

pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertfikat, penyajian data fisik dan 

data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen dan kegiatan pemeliharaan 

data pendaftaran tanah, bentuk kegiatannya adalah pendaftaran peralihan dan 

pembebanan hak, dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.  

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data, yaitu data fisik 

dan yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah 

dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya 

bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai 

status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya 

dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.  

2. Dilakukan oleh pemerintah  

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan 

tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Instansi 

 
32 Ibid., hlm 12., Lihat juga https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-

menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-

pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 

23 April 2019 Pukul 13.00 WIB. 

https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
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Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan 

Nasional (BPN), sedangkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini pemerintah mengadakan program yang 

berupa Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap guna 

memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang 

obyek pendaftaran tanahnya meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik 

bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha 

Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah Negara, tanah 

masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek landreform, tanah transmigrasi, 

dan bidang tanah lainnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri 

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Percepatan 

Pelaksaanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.33  

3. Secara terus menerus, berkesinambungan.  

Kata “terus-menerus, berkesinambungan” menunjuk kepada pelaksanaan 

kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul 

dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan yang 

terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali menghasilkan tanda bukti hak berupa sertifikat. 

Dalam kegiatan pendaftaran tanah dapat terjadi peralihan hak, pembebanan hak, 

 
33 Lihat https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional 955f7f6f c319e88aca9a2 

4c85463592229037.html , diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 15.20 WIB 

https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html
https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html
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perpanjangan jangka waktu hak atas tanah; pemecahan; pemisahan dan 

penggabungan bidang tanah; pembagian hak bersama; hapusnya hak atas tanah dan 

hak milik atas satuan rumah susun; peralihan dan hapusnya hak tanggungan; 

perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; 

dan perubahan nama pemegang hak harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota setempat hingga tetap seusai dengan keadaan terakhir.34  

4. Secara teratur 

Kata “teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan 

peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data 

bukti menurut hukum. Biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama 

dalam hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah. 35 

5. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun  

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik atas 

satuan rumah susun, Hak Tanggungan dan Tanah Negara. 36   

6. Pemberian surat tanda bukti,  

 
34 Lihat  juga https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-

agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-

peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 

Pukul 15.20 WIB 
35 Lihat  juga https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-

agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-

peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 

Pukul 15.20 WIB 
36 Lihat  juga https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-

agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-

peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 

Pukul 15.20 WIB 

https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
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Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda 

bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan 

sertifikat hak milik atas rumah susun.  

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik 

atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan 

dalam buku tanah yang bersangkutan. 37 

7. Hak-hak tertentu yang membebaninya.  

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani 

dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

Hak Pakai dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dijadikan jaminan utang dengan 

dibebani Hak Tanggungan atau Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna 

Bangunan atau Hak Pakai. 38   

Pendaftaran tanah yang mudah dan dapat cepat dimengerti oleh masyarakat 

adalah salah satu mandat yang diamanatkan oleh Pasal 19 UUPA, hal ini semakin 

ditegaskan oleh Pasal 19 tersebut bahwasanya pemerintah dalam hal ini harus 

melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan tujuan untuk menjamin kepasatian 

 
37 Lihat  juga https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-

agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-

peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 

Pukul 15.20 WIB 
38 Lihat  juga https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-

agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-

peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 

Pukul 15.20 WIB 

https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
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hukum bagi masyarakat yang bersifat rechts kadaster.39 Pendaftaran tersebut 

merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat yang memegang hak atas tanah atau 

masyarakat yang menguasai sebidang tanah.  

Pasal 23, 32 dan 38 UUPA menyatakan bahwa pendaftaran tanah untuk hak-

hak itu ditujukan kepada para pemegang hak agar menjadikan kepastian hukum bagi 

mereka, dalam arti demi kepentingan hukum bagi mereka sendiri, oleh karena 

pendaftaran atas peralihan, penghapusannya dan pembebanannya, demikian 

pendaftaran yang pertama kali ataupun pendaftaran karena konveri, ataupun 

pembebasannya akan banyak menimbulkan komplikasi hukum jika tidak didaftarkan 

padahal pendaftaran tersebut merupakan bukti yang kuat bagi pemegang haknya.  

Kepastian hukum adalah tujun diadakannya pendaftaran tanah yang disebut 

Rechts Cadaster/Legal Cadaster. Jaminan tersebut yang hendak diwujudkan dalam 

pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek 

hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai 

tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang Rechts cadaster adalah 

Fiscaal Cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa 

yang wajib membayar pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).40 

 
39 A.P Parlindungan, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hlm.10.   
40 Urip Santoso, Op.Cit., hlm 2, Lihat juga 

https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-

pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-

nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB. 

https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
https://notarisdyahnovi.wordpress.com/2008/12/14/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997-tentang-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang-pendaftaran-tanah/
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Legal Cadaster merupakan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan 

pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 

terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hakya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya.41 

Penyelenggaraan suatu legasl cadaster kepada para pemegang hak atas tanah 

diberikan surat tanda bukti hak. Pemilikan atas surat tanda bukti hak tersebut, 

memberikan hak bagi pemegangnya, dengan mudah dapat membuktikan bahwa 

dialah yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Data yang telah ada di kantor 

Pelayanan Pendaftaran Tanah mempunyai sifat terbuka bagi umum yang 

memerlukan. Calon pembeli dan calon kreditor dengan mudah bisa memperoleh 

keterangan yang diperlukannya untuk mengamankan perbuatan hukum yang akan 

dilakukan, baik yang diperolehnya dari pihak pelayanan pendaftaran tanah maupun 

dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 42  

Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan 

dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena 

itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar 

 
41 Widhi Handoko, Op.Cit., hlm 106. 
42Baca juga  Wibowo T. Turnady, “Pendaftaran Tanah” dalam 

https://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB. 

https://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/
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dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas 

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Bahkan Soedikno Mertokusumo 

menyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal dua macam asas, yaitu: 43  

1. Asas Specialiteit  

Maksud asas ini merupakan pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan 

atas dasar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait dengan 

masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya. Oleh karena itu, 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum terhadap 

hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak dan 

batas-batas tanah.  

2. Asas Openbarrheid (Asas Publisitas)  

Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, 

apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya. 

Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya.  

B. Tujuan Pendaftaran Tanah 

Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui data tentang subjek hak dan 

identitas hak yang lainnya yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, termasuk 

mengajukan keberatan sebelum sertifikat diterbitkan, sertifikat pengganti, sertifikat 

yang hilang atau sertifikat yang rusak. Sejalan dengan asas yang terkandung dalam 

 
43 Baca juga  Wibowo T. Turnady, “Pendaftaran Tanah” dalam 

https://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB. 

https://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/
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Pendaftaran Tanah, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah 

tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

dinyatakan pendaftaran tanah bertujuan:44  

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan 

utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 19 

UUPA. Maka memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan 

merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang-Undang. 

Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi: 45 

1. Kepastian status hak yang didaftar  

Pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, 

misalnya Hak Milik, Hak Guna Bangungan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak 

Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Tanah 

Wakaf.  

2. Kepastian subjek hak  

Pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya dan 

dapat mengklaim hak tersebut.  

3. Kepastian objek hak 

 
44 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 164.   
45 Baca juga  Wibowo T. Turnady, “Pendaftaran Tanah” dalam 

https://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/, diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 13.00 WIB. 

https://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/
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Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, 

batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah.  

a. Untuk memberikan informasi pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

termasuk juga Pemerintah dengan maksud agar mudah dapat memperoleh data 

yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.  

b. Untuk terlaksananya kegiatan administrasi pertanahan. Kegiatan pemerintah 

di bidang pertanahan dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan, yaitu tertib 

Hukum Pertanahan, tertib Administrasi Pertanahan, tertib Penggunaan Tanah, 

dan tertib Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup.  

c. Untuk terciptanya Tertib Administrasi Pertanahan dilakukan dengan 

menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat Rechts Cadaster. 

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan 

perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mewujudkan 

tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun 

termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak 

milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.  

Tujuan pendaftaran tanah pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian 

hukum seperti yang diamanatkan Undang-Undang, kepastian hukum tersebut 

mencakup yang namanya luas tanah, batas tanah, letak tanah, dan status tanah.46 

Apabila tanah sudah dikuasai masyarakat ataupun badan hukum untuk menjamin 

 
46 Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 24.   
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kepastian hak serta kepastian hukumnya, maka tanah tersebut haruslah didaftarkan, 

karena jika sudah dikuasai Negara dengan waktu yang lama dan tidak ada pihak yang 

mengakui atau membuktikan bahwasanya ia berhak atas tanah itu, maka tanah 

tersebut akan resmi dan sah menjadi hak dari Negara. Oleh karena itu maka 

diperlukan pembuktian tertulis berupa pernyataan lurah, kepala desa atau camat 

terkait tanah yang dimiliki agar dapat menjadi bukti yang kuat jika suatu hari terjadi 

sengketa. 47 

Gerakan percepatan yang dilakukan untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki 

oleh masyarakat adalah jaminan untuk mengurangi konflik atau sengketa pertanahan 

baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan 

Negara. Maka dari itu diperlukan percepatan pendaftaran tanah yang cepat, 

sederhana, mukhtahir dan akuntabel, hal ini juga sesuai dengan asas-asas pendaftaran 

tanah yang diakui di Indonesia.  

C. Pengaturan Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  

Berbicara mengenai pengaturan hukum tentang pendaftaran tanah sistematis 

lengkap tentulah harus bermuara pada peraturan yang terkait yaitu Permen-

ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Pasal 1 ayat (1) Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran 

 
47 B.F Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, PT. Toko 

Gunung Agung, Jakarta, 2005, hlm. 162.   
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Tanah Sistematis Lengkap mendefinisikan arti dari pendaftaran tanah sebagai 

berikut:48  

1. Pendaftaran tanah pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh Pemerintah secara terus-terusan, yang memiliki keterkaitan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.  

2. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (2) Permen-ATR/Ka.BPN tersebut juga 

memberikan definisi tentang apa itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. 

Menurut Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran 

Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek 

Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi 

pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek 

Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.  

3. Hak atas tanah sebagai objek merupakan kegiatan yang akan didaftarkan dengan 

sistem pendaftaran tanah sistematis lengkap. Menurut Pasal 1 ayat (3) ada 

 
48 Lihat https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional 955f7f6f c319e88aca9a2 

4c85463592229037.html , diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 15.20 WIB. 

https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html
https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html
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beberapa hak atas tanah yang dapat dilakukan kegiatan PTSL diantaranya adalah 

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  

Pendaftaran tanah sistematis lengkap dibuat tentunya dengan tujuan salah 

satunya untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang memiliki hak atas tanah dengan 

kepastian hukum yang kuat, selain itu maksud dan tujuan, yaitu: 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten 

dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua 

bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian 

hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat 

berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan 

terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan 

mencegah sengketa dan konflik pertanahan.49  

 Pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilengkapi dengan struktur 

penyelenggaraan yang baik dan terorganisir PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Objek PTSL sebagaimana dimaksud  

meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak 

atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka 

memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Objek PTSL meliputi bidang tanah 

yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam 

 
49 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap, Lihat juga https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional 955f7f6f 

c319e88aca9a2 4c85463592229037.html , diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 15.20 WIB 

https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html
https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html
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pelaksanaan kegiatan PTSL. Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan beberapa tahapan 

seperti  perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan 

panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan 

pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, 

pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, 

pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas 

tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan pelaporan.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Pasal 4 ayat (1) sampai (5) Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018  Tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Lihat https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional 

955f7f6f c319e88aca9a2 4c85463592229037.html , diakses Selasa 23 April 2019 Pukul 15.20 WIB. 

https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html
https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html
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BAB III 

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SIBOLGA 

 

A. Gambaran Umum Kota Sibolga 

Kota Sibolga merupakan daerah otonom Ibukota Kepresidenan Tapanuli di 

bawah pimpinan seorang Presiden dan membawahi beberapa “Luka atau Bupati” dan 

menjadi tempat kedudukan Gubernur Militer Wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur 

bagian Selatan, kemudian dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Sumatera 

Utara Nomor: 999 tanggal 19 November 1946 sekarang dikenal dengan sebutan 

Daerah Kota Sibolga. Sedang desa-desa sekitarnya yang sebelumnya masuk wilayah 

Sibolga On Omne Landen menjadi atau masuk Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.51 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 menyatakan Sibolga ditetapkan 

menjadi Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh 

seorang Walikota dan daerah wilayahnya sama dengan Surat keputusan Presiden 

Tapanuli Nomor: 999 tanggal 19 November 1946. Undang-undang Nomor: 18 tahun 

1956 Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Sibolga yang pengaturannya selanjutnya 

ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Walikota sebagai Kepala Daerah.  52  

 
51Profil Kesehatan Kota Sibolga 2016 dalam 

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/,  diakses Sabtu, 27 

April 2019 Pukul 00.30WIB. 
52Profil Kesehatan Kota Sibolga 2016 dalam 

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/, diakses Sabtu, 27 

April 2019 Pukul 00.30WIB. 
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Sibolga adalah kota yang tidak begitu luas, disana ada 4 Kecamatan dan 17 

Kelurahan. Dari 4 kecamatan tersebut, kecamatan sibolga selatan lah yang memiliki 

luas paling signifikan yaitu 3.138 Km2 yang terdiri dari 4 kelurahan, disusul dengan 

kecamatan Sibolga Kota dengan luas 2.732 Km2 yang terdiri dari 4 Kelurahan, lalu 

Kecamatan Sibolga Sambas yang memiliki luas 1.566 Km2 dengan jumlah kelurahan 

ada 4, dan Kecamatan Sibolga Utara dengan luas 3.3 Km2 yang terdiri dari 5 

Kelurahan.53 

Badan Pusat Statistik Kota Sibolga mencatat Sibolga memiliki 86.789 jiwa 

penduduk. Dengan jumlah yang begitu banyak, Kota Sibolga merupakan salah satu 

Kota yang memiliki banyak penduduk di Sumatera Utara. 54 

B. Kantor Pertanahan Kota Sibolga 

Kantor Pertanahan Kota Sibolga dapat di jumpai pada Jalan Letjend. S, 

Parman No. 60 Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara dengan kedudukan kantor yang 

berada langsung dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ 

Badan Pertanahan Nasional. KemenATR/BPN merupakan kementerian yang berada 

langsung dibawah Presiden Republik Indonesia. 

Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 

menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan tugas BPN di daerah maka harus 

 
53Sibolga Dalam Angka 2018 dalam https://sibolgakota.bps.goid/publication, diakses Sabtu, 

27 April 2019 Pukul 00.45WIB. 
54Profil Kesehatan Kota Sibolga 2016 dalam 

http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/, diakses Sabtu, 27 

April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://sibolgakota.bps.goid/publication
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2016/
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dibentuklah Kantor Pertanahan daerah. Kantor pertanahan yang dimaksud disetiap 

daerah berarti haruslah ada dimasing masing kabupaten/kota. 

Kantor Pertanahan Kota Sibolga merupakan instansi vertikal Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional.55 

Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Sibolga yaitu melaksanakan 

sebagian tugas Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.56 

Sedangkan fungsinya adalah penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, 

pelaksanaan survey dan pemetaan, pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran 

tanah dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan penataan pertanahan, pelaksanaan 

pengadaan tanah, pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan 

perkara pertanahan, dan pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unit organisasi kantor pertanahan.57 

 

 

 
55 Pasal 29 ayat (1) Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.  
56 Pasal 30 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.  
57Pasal 31 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 
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C. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga 

Penyelenggaraan PTSL memiliki beberapa kegiatan yang digabungkan 

dengan kegiatan ataupun program lainnya diantaranya program sertifikat lintas 

sektor, program sertifikasi massal swadaya masyarakat, program redistribusi massal 

tanah objek landform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi dan program sertifikasi 

massal lainnya atau gabungan dari beberapa program kegiatan yang tertera pada 

undang-undang.58 

Terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam program PTSL yaitu perencanaan, 

penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi, 

penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, penelitian data fisik dan yuridis, 

serta pembuktian hak, pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya, 

penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan 

sertifikat, pendokumentasian, penyerahan hasil kegiatan, dan pelaporan.59  

1. Tahap Penetapan Lokasi 

Dalam rangka mengoptimalkan efektifitas program PTSL Pasal 6 Permen-

ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 menentukan bahwa  Kepala Kantor Pertanahan 

menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa 

desa/kelurahan dan/atau kecamatan dan Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan 
 

58 Pasal 5 Permen ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, Lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-

no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf , diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB. 
59 Pasal 4 Ayat (4) Permen ATR/Ka BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap, Lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-

atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB. 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota 

dalam satu provinsi.60 

Penetapan lokasi menjadi suatu hal yang penting dalam kegiatan pelaksanaan 

PTSL, yaitu berupa penetapan Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan 

PTSL di wilayah kerjanya. Penetapan lokasi tersebut dapat dilakukan dalam satu 

wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan. Penetapan Lokasi 

tersebut dilakukan harus dengan batasan  berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL 

yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNBP, Corporate Social Responsibility 

(CSR) atau sumber dana PTSL lainnya, diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan 

yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), 

CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan 

ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL dan mempertimbangkan kemampuan sumber 

daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan. 

Dalam hal lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan 

agar desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL letaknya berdekatan. Penetapan 

Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.61  

 
60 Pasal 6 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. Lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-

no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB. 
61 Pasal 7 ayat (1) sampai (6)  Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB. 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga telah menentukan lokasi yang 

ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan PTSL pada tahun 2019 adalah Kecamatan 

Sibolga Kota, yaitu; 1) Kelurahan Pancuran Gerobak  dengan target 700 bidang; 2). 

Kelurahan Pasar Baru  dengan target 300 bidang; 3). Kota Baringin dengan target 500 

bidang; dan 4). Kelurahan Pasar Belakang dengan target 500 bidang.62 

2. Tahap Persiapan 

Tahapan penetapan lokasi selesai maka berdasarkan Pasal 9 Permen ATR/Ka. 

BPN Nomor 6 Tahun 2018 memerintahkan kantor pertanahan yang bersangkutan 

untuk kemudian melakukan persiapan berupa sarana dan prasarana, sumber daya 

manusia, transportasi, koordinasi dengan aparat pemerintah dan alokasi anggaran.63 

Kantor Pertanahan Kota Sibolga telah melakukan langkah-langkah persiapan 

dalam kegiatan PTSL berupa mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota Sibolga, 

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan terkait dengan penetapan lokasi 

kegiatan PTSL, Penyiapan Jadwal kegiatan PTSL dari hulu hingga hillir kegiatan 

dalam satu tahun anggaran serta menggelar rapat teknis internal Kantor Pertanahan 

Kota Sibolga dalam rangka persiapan kegiatan PTSL Tahun 2019. 

Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga telah menerbitkan Surat 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga Nomor 13/KEP-12.73/I/2019 

 
62 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga Nomor 12/KEP-12.73/I/2019 

tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 tertanggal 07 

Januari 2019 sebagaimana Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH selaku Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB., Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB. 
63 Lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-

no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan 

Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan kemudian 

direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga Nomor 

32/KEP-12.73/II/2019 tentang Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan 

Kota Sibolga Nomor: 13/Kep-12.73/I/2019 Tanggal 07 Januari 2019 Tentang 

Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas yuridis Dan Satuan 

Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tertanggal 04 Februari 

2019.64 

Dalam pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi sebagaimana tertuang 

dalam surat keputusan tersebut di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga telah 

merujuk pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 

2018. Bahwasanya Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia 

Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan. Kepala kantor 

sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas wajib 

mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Keputusan Kepala 

Kantor Pertanahan mengenai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas serta Berita Acara 

Pengangkatan Sumpah, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.65  

 
64 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB., lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB. 
65 Pasal 11 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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Panitia Ajudikasi PTSL yang dimaksudkan di atas merupakan Ketua 

merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan, Wakil Ketua 

bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang 

memahami urusan infrastruktur pertanahan, Wakil Ketua bidang yuridis merangkap 

anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan 

hubungan hukum pertanahan, Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor 

Pertanahan, Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang 

ditunjuknya, dan anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.  

 

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, setiap Panitia 

Ajudikasi PTSL dapat dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa wilayah 

kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap desa/kelurahan yang 

bersangkutan.66  

Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi juga memberikan 

diamanatkan untuk membantu panitia ajudikasi, satgas-satgas tersebut dipilih dengan 

persyaratan harus terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai 

Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor 

Kadaster Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau KJSKB yang 

diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik Panitia Ajudikasi PTSL. Satgas Yuridis terdiri 

dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai 

 
66 Pasal 12 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Perangkat Desa/Kelurahan, perangkat 

RT/RW/Lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), 

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

(BHABINKAMTIBMAS) dan/atau unsur masyarakat lainnya yang diketuai oleh 

Wakil Ketua bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL.  

Satgas Administrasi terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, dan 

dapat dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL. Selanjutnya 

diperlukan peran Kepala Kantor Wilayah BPN yang diharapkan dapat menugaskan 

Aparatur Sipil Negara dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan sebagai 

Satgas Fisik, Satgas Yuridis atau Satgas Administrasi untuk membantu pelaksanaan 

kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan lain dalam satu wilayah provinsi. Satgas 

sebagaimana dimaksud di atas dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan 

atau meliputi beberapa desa/kelurahan.67  

Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Ajudikasi yang dibentuk dan ditetapkan 

oleh Kepala Kantor Pertanahaan Kota Sibolga sebagaimana termasuk dalam Surat 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga tersebut di atas harus 

menyediakan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL yang terstruktur,  

mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada 

 
67 Pasal 13 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada 

pemegang hak atau kuasanya, memberikan asistensi terhadap kelengkapan 

persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat 

bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, mengumumkan data fisik dan data yuridis 

bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan, memberikan fasilitasi penyelesaian 

sengketa antara pihak - pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;, 

mengesahkan hasil pengumuman, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan 

pemberian hak serta pendaftaran hak, menyampaikan laporan secara periodik dan 

menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan melakukan 

supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. 

Masing-masing anggota panitia ajudikasi juga telah diamanatkan masing-

masing tugas dan wewenangnya. Kepala kantor tentunya memiliki tugas dan 

wewenang berupa memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan 

program kegiatan ajudikasi, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor 

Pertanahan dan instansi terkait, memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan 

termasuk penyuluhan, mengesahkan berita acara pengumuman data fisik dan data 

yuridis, menegaskan konversi hak atas tanah, menandatangani penetapan 

pengakuan/penegasan hak, menandatangani usulan keputusan pemberian hak atas 

tanah Negara, menandatangani buku tanah dan sertipikat, dan menandatangani 
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dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor 

Pertanahan.  

Di bawah kepala kantor ada Wakil Ketua bidang fisik yang juga mempunyai 

tugas dan wewenangnya sendiri berupa mengoordinasikan pelaksanaan tugas 

pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah terkait dengan data 

fisik, membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data fisik bidang-

bidang tanah, membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan, memeriksa 

sengketa mengenai batas dan luas tanah, meneliti daftar tanah dan memeriksa luas, 

memeriksa peta dan surat ukur, menginventarisir permasalahan khususnya mengenai 

data fisik bidang-bidang tanah, membuat laporan hasil kegiatan secara berkala, 

mengontrol pengukuran batas tanah.  

Selanjutnya Wakil Ketua bidang yuridis memiliki tugas dan wewenang 

berupa mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis dan 

penatausahaan pendaftaran tanah terkait dengan data yuridis, membantu Ketua 

Panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah, 

supervisi pengumpulan dokumen asli mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, 

bersama Wakil Ketua bidang fisik menyiapkan pelaksanaan pengumuman, membuat 

kesimpulan hasil pengumpulan data yuridis, membantu menyelesaikan sanggahan 

mengenai data yuridis, membuat kesimpulan dan membuat laporan setelah 

pengumuman, menyiapkan buku yang terkait dengan data yuridis, mengemukakan 

permasalahan umum hak atas tanah, mengadakan laporan hasil kegiatan secara 
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berkala, supervisi nama pemegang hak pada buku tanah, memeriksa identitas, 

menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan/penegasan hak atas tanah 

menyiapkan daftar tanah Negara serta usulan pemberian hak atas tanah Negara, dan 

menyiapkan konsep untuk kemudian dijadikan keputusan pemberian hak atas tanah.68  

Satgas Fisik juga memiliki tugas yang tidak kalah penting dari tim inti dari 

panitia ajudikasi walaupun satgas fisik hanya merupakan bala bantuan pada kegiatan 

PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga. Tugas satgas fisik 

banyak berkaitan dengan pelaksanaan pada lapangan contohnya pengukuran batas 

bidang tanah, melaksanakan pemetaan bidang tanah, menjalankan prosedur dan 

memasukkan data, menandatangani gambar ukur pada dokumentasi yang terkait, 

memberi informasi terkait peta bidang tanah kepada ketua panitia ajudikasi.  

Sama seperti halnya satgas fisik, satgas yuridis juga memiliki serangkaian 

tugas berupa melakukan pemeriksaan dokumen bukti identitas tanah, memeriksa 

riwayat dan menarik surat bukti kepemilikan, membuat daftar bidang-bidang tanah 

yang telah diajudikasi, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara berkala yang dibuat 

dengan tertulis, menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis, menginventarisasi 

sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya, menyiapkan data untuk pembuatan daftar 

 
68 Pasal 14 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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isian dan pemeriksaan sertipikat, dan menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi 

KKP.69 

3. Tahap Penyuluhan 

Pasal 16 Permen ATR/Ka BPN Nomor 6 Tahun 2018 mengemukakan harus 

ada tahap penyuluhan, pasal tersebut menyatakan bahwa sebagai berikut:  

Pasal 16  

(1) Penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia 

Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.  

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:  

a. manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil 

pelaksanaan kegiatan PTSL;  

b. tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;  

c. penetapan dan pemasangan tanda batas masing- masing bidang tanah;  

d. dokumen yuridis yang perlu disiapkan;  

e. jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh 

Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;  

f. hasil akhir kegiatan PTSL;  

g. pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain 

yang sah melalui kegiatan PTSL;  

h. akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab 

dimaksud pada huruf c dan d di atas tidak dipenuhi;  

i. hak untuk mengajukan keberatan atas hasil ajudikasi yang diumumkan 

selama jangka waktu pengumuman; dan  

j. biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta 

kegiatan PTSL.  

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada 

masyarakat, baik yang sudah maupun belum memiliki sertipikat.  

(4) Selain kepada masyarakat, penyuluhan juga dapat dilakukan kepada 

Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Penegak Hukum dan/atau tokoh-

tokoh masyarakat.70  

 
69 Pasal 15 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  
70 Lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-

no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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Kantor Pertanahan Kota Sibolga telah melakukan penyuluhan kepada 

masyarakat calon peserta kegiatan PTSL, pada minggu kedua dan ketiga Bulan 

Februari 2019 yang lalu. Kegiatan penyuluhan dilakukan di aula kantor kelurahan 

masing-masing dimana lokasi PTSL telah ditentukan. Penyuluhan juga melibatkan 

pihak Pemerintah Kelurahan, unsur muspika, Pemerintah Kota Sibolga, wartawan 

serta instansi terkait (termasuk aparat penegak hukum). Penyuluhan dilaksanakan 

dengan metode diskusi tanya jawab antara petugas PTSL dan masyarakat calon 

peserta. Materi yang disampaikan adalah terkait mekanisme syarat, waktu dan biaya-

biaya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.71 

4. Tahap Pengumpulan data fisik dan data yuridis 

Tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan 

data yuridis yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Sibolga, merujuk pada: 

Pasal 19  

(1) Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah.  

(2) Pengumpulan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang- undangan.  

(3) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri 

dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode 

kombinasi dari ketiga metode dimaksud.  

(4) Satgas fisik dalam hal mengukur bidang tanah haruslah mengetahui 

identitas si pemilik ha katas tanah  

 
71 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB., lihat juga  https://adoc.tips/kepala-

badan-pertanahan-nasional 955f7f6f c319e88aca9a2 4c85463592229037.html , diakses Selasa 23 April 

2019 Pukul 15.20 WIB 

https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html
https://adoc.tips/kepala-badan-pertanahan-nasional%20955f7f6f%20c319e88aca9a2%204c85463592229037.html


51 
 

 
 

 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satgas 

Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, KJSKB dan/atau 

Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan 

informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(6) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, 

pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.72  

 

Sementara itu pengumpulan data yuridis dilaksanakan dengan melakukan  

Pengumpulan data yuridis meliputi mengumpulkan alat-alat bukti terkait dengan 

kepemilikan, pengumpulan data yuridis tersebut dilakukan oleh Satgas Yuridis yang 

diperintahkan dan dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan 

pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya 

melaksanakan Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, 

pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.73  

Pengumpulan data yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan 

pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam pengumuman 

Penelitian Data Yuridis. Pengumuman Penelitian Data Yuridis yang dimaksud 

 
72 Pasal 19 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut:Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  
73 Pasal 20 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri.74  

 

Menurut Bapak Bahrum,SH awal bulan Maret 2019, Data Fisik yang telah 

dikumpulkan oleh Satgas Fisik PTSL Kantor Pertanahan Kota Sibolga sekitar 450 

bidang dari target yang ditentukan. Sedangkan data yuridis yang telah dikumpulkan 

oleh Satgas Yuridis Kantor Pertanahan Kota Sibolga adalah sekitar 150 bidang.75 

5. Tahap penelitian data yuridis untuk pembuktian hak 

Tahapan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak adalah langkah yang 

tidak kalah penting untuk dilakukan dan dikerjakan serta diperhatikan dengan 

seksama.  Dalam tahap ini sering terjadi bukti kepemilikan tanah yang tidak 

dilengkapi oleh masyarakat, tetapi dapat diberikan kesempatan untuk melengkapinya 

karena dianggap masih beritikad baik.76 

Pasal 23  

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 harus bermeterai dan dibuat sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.77 

 

 
74 Pasal 21 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  
75 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 
76 Pasal 22 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  
77 Lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-

no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH tahap kegiatan ini 

sedang berjalan dan belum ter-update jumlah data terakhir yang telah diselesaikan.78 

6. Tahap pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya 

Setelah dikumpulkan dan diteliti maka data fisik dan data yuridis akan 

diumumkan serta dilakukan pengesahannya, hal ini bagian dari rangkaian kegiatan 

atau tahapan pelaksanaan PTSL, pengumuman data fisik dan data yuridis serta 

pengesahannya berupa rekapitulasi data yuridis yang dituangkan dalam pengumuman 

penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang sudah dipetakan dan dimasukkan 

dalam daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah, pengumuman dilakukan dengan 

menggunakan formulir pengumuman selama 14 hari kalender dikantor panitia 

ajudikasi, jika timbul keberatan terhadap pengumuman maka yang berkepentingan 

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan tersebut, setelah selesai 

diumumkan maka akan langsung disahkan oleh panitia ajudikasi. Daftar Data Yuridis 

dan Data Fisik Bidang Tanah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini.79  

 

 
78 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 
79 Lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-

no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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Bapak Bahrum,SH mengatakan sesuai jadwal maka tahap ini akan 

dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga antara bulan Mei atau Bulan Juni 

2019.80 

7. Penegasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak 

Setelah tahap pengumuman maka sampailah pada tahapan-tahapan 

penyelesaian kegiatan PTSL. Tahap penyelesaian terdiri dari 4 Kluster. Kluster 1 

diperuntukan untuk data yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikatnya, 

Kluster 2 diperuntukkan untuk data yang memenuhi syarat untuk diterbitkan tetapi 

terdapat perkara dipengadilan atau dalam sengketa, Kluster 3 diperuntukan untuk data 

atau bidang tanha yang tidak dapat diterbitkan atau dalam kata lain tidak memenuhi 

syarat, Kluster 4 diperuntukan untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan 

bersertifikat namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan 

data fisik.81  

Dalam hal bidang tanah data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk 

diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 1) maka berdasarkan Berita Acara 

Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Ketua Panitia Ajudikasi PTSL 

menindaklanjuti dengan menegaskan konversi menjadi Hak Milik atas nama 

pemegang hak yang terakhir, untuk bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap 

dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun 

 
80 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 
81 Pasal 25 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018, Lihat juga 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-

percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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pernyataan yang bersangkutan, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data 

Yuridis sebagai berikut: “Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan 

dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., 

hak atas tanah ini ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik dengan pemegang hak 

……..….…........... tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang 

diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan).  

KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL  

( ...........................)”  

a. menetapkan pengakuan/penegasan sebagai Hak Milik, untuk bidang tanah 

yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan 

kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun secara terus 

menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan memberi catatan pada 

Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut: “Berdasarkan data fisik 

dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data 

Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini diakui 

sebagai Hak Milik dengan pemegang hak ………............ tanpa/dengan 

catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan 

dengan/tanpa sita jaminan)  

KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL  

( ...........................)”  

b. mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang 

merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada 

Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian 

Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai (Sistematis) (DI 310) dan dilampiri 

dengan Risalah Penelitian Data Yuridis, DI 201B dan DI 201C. 82 

 

Pengakuan Hak dan Pemberian Hak; penjelasannya sama dengan tahap 

kegiatan di atas, maka tahap ini akan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Sibolga sekitar bulan Juli 2019.83 

 
82 Lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-

no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  
83 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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8. Tahap Pembukuan Hak 

Tahap pembukuan hak terlihat pada Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (4) 

yang berbicara mengenai batas-batas hak, penandatanganan serta bentuk, isi, dan tata 

cara pengisian buku, Pasal 29 ayat (1) sampai (5), serta Pasal 30 ayat (1) sampai (4) 

Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018. Tahap ini diperkirakan akan 

dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2019. 

9. Tahap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Tahap penerbitan hak atas tanah adalah sebagai berikut:  

(1) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah 

didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 

memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan 

sertipikat hak atas tanah.  

(2) Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan 

dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah 

menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan lainnya.  

(3) Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret 

silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya 

tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang 

menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan 

hak, sebelum disimpan sebagai warkah.  

(4) Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan 

PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas 

nama Kepala Kantor Pertanahan.  

(5) Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, 

dan Sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir. 84  

 

 
84 Pasal 31 Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap, lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-

12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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Sekitar bulan September-Oktober 2019 tahap penerbitan ini akan 

diselenggarakan, tetapi untuk diketahui tidak semua data yang dikumpulkan nantinya 

akan diterbitkan.85 

10. Tahap Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan 

Pasal 36, 37, dan 38 merupakan dasar bagi tahap pendokumentasian, tahap ini 

rencananya akan dilaksanakan pada Oktober-November 2019.86 

11. Tahap pelaporan 

Pelaporan pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan pada saat terjadi 

permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL dan pada saat kegiatan selesai. 

Pelaporan tersebut dilakukan oleh ketua panitia ajudikasi PTSL kepada kepala kantor 

pertanahan. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL selain dilaksanakan 

melalui Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP), dan secara berkala 

kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan dan Direktur 

Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.87 

Tahapan pelaporan dilakukan secara bergantian dan terstruktur, baik bulanan 

pada akhir bulan, triwulan yang akan dilakukan pada setiap akhir bulan ketiga dalam 

satu tahun anggaran dan tahunan yang akan dilakukan menjelang akhir tahun 

anggaran. Laporan berisikan Laporan keuangan, serta laporan masing-masing tahapan 

 
85 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 
86 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 
87 Pasal 39 Permen ATR/Ka. BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap, lihat juga https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-

atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf, diakses Sabtu, 27 April 2019 Pukul 00.45WIB.  

https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
https://landregulations.files.wordpress.com/2017/02/th-2017_permen-atr_kbpn-no-12-tahun-2017-percepatan-ptsl.pdf
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kegiatan sebagaimana disebutkan di atas yang dikirimkan ke Kantor Wilayah di 

Medan dan ke Kementerian ATR/Ka. BPN di Jakarta secara hardcopy, lalu salinan  

softcopy dikirmkan melalui aplikasi Kantor Pertanahan (KKP).88 

Setelah tahap pelaporan selesai maka selesailah tahapan-tahapan pelaksanaan 

kegiatan PTSL, menurut Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 hal yang diatur 

setelah pelaporan adalah pembiayaan dan ketentuan-ketentuan lain.  

 
88 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 
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BAB IV 

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN 

TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN 

KOTA SIBOLGA 
 

A. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Hambatan 

Kendala merupakan sebab terjadinya hambatan, kendala merupakan keadaan 

dimana sesuatu hal dapat menghalangi, membatasi atau mencegah tujuan atau cita-

cita yang ingin dicapai.89 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga dalam melaksanakan program PTSL menghadapi beberapa 

hambatan baik yang disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor hukum. 

1. Hambatan Teknis 

Ketika berbicara mengenai hambatan teknis, maka pasti terkait dengan subjek 

dan objek dari pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap khususnya di Kantor 

Pertanahan Kota Kota Sibolga. Kendala teknis maksudnya adalah keadaan yang 

membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran secara teknis dalam 

pelaksanaannya, meliputi hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini:90  

a. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada kegiatan PTSL yang dimiliki oleh 

Kantor Pertanahan Kota Sibolga 

kendala ini muncul karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki 

untuk melaksanakan program PTSL secara keseluruhan karena satu dan lain hal, 

contohnya karena banyaknya yang pensiun sementara pegawai yang masuk 
 

89 https://kbbi.web.id/kendala/ , diakses Sabtu 27 April 2019 Pukul 10.16 WIB.   
90 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 

 

59 

https://kbbi.web.id/kendala/


60 
 

 
 

 

sangatlah minim. Selain itu alokasi anggaran juga merupakan kendala yang sangat 

signifikan dalam program kegiatan PTSL di Kota Sibolga.  

Untuk mengaplikasikan anggaran dana pada program PTSL sekaligus untuk 

tercapainya target, maka kantor pertanahan kota Sibolga haruslah menetapkan 

sebaran jumlah bidang tanah pada masing-masing kecamatan dan kelurahan hal 

tersebut dituangkan dalam surat keputusan penetapan lokasi yang berikut ditanda 

tangani oleh kepala kantor pertanahan kota Sibolga. 

Sesuai DIPA tahun 2019, sebanyak 2000 bidang tanah untuk diukur dan 

dilakukan pemetaan dan 1000 bidang tanah untuk diterbitkan sertifikatnya.91 

Akan hal itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga telah menandatangani surat 

keputusannya. 

Apabila ditinjau dari Tim Ajudikasi Percepatan dan Satgas yang terdiri sekitar 

23 orang dan ditambah beberapa pegawai tambahan yang dibutuhkan, masih 

belum dapat melaksanakan PTSL secara efektif dengan target yang sangat 

banyak, karena seluruh Tim Ajudikasi Percepatan dan Satgas juga harus 

melakukan pekerjaan. 

b. Keterbatasan Jangka Waktu  

PTSL harusnya dilaksanakan dengan jangka waktu selama satu tahun dimulai 

dari awal tahun yaitu Bulan Januari dan berakhir pada Bulan Desember. Tetapi 

 
91DIPA Kantor Pertanahan Kota Sibolga Tahun 2019, Nomor: SP DIPA 056.01. 430813/2019 

tanggal 05 Desember 2018.  
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dengan jumlah panitia yang kurang maka pekerjaan ini terasa sangat berat dan 

terkesan berpacu dengan waktu yang terus berjalan. 

c. Pengambilan dan Pengumpulan Data Yuridis 

Hambatan pada bagian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

bagaimana cara mengisi formulir pengisian PTSL. Kembali lagi sumber 

pemahaman masyarakat tentang hukum yang harusnya tegak berdiri dimasyarakat 

sangatlah minim. Hal dasar seperti mengisi formulir PTSL yang seharusnya 

sangat mudah untuk dikerjakan karena berisi tentang data data ataupun identitas 

diri masing-masing juga merupakan hambatan atas program yang dimaksudkan 

untuk percepatan pendaftaran hak atas tanah seperti PTSL ini.  

d. Pengukuran Guna Memperoleh Data Fisik  

Hambatan atau kendala dalam proses ini adalah bidang tanah yang akan 

diukur panitia sangatlah beraneka ragam, jika bidang tanah rata dan rapi maka 

akan sangat mudah untuk mengukurnya memakai GPS, tetapi bidang tanah yang 

ada pada Kota Sibolga tidak sedikit yang berbukit bukit, maka proses 

pengukurannya akan sangat terhambat oleh bidang tanah yang seperti itu. 

e. Penyerahan Sertifikat  

Hambatan pada proses ini ada pada internal pedesaan yang dinilai belum siap 

untuk melakukan penyerahan sertifikat, seharusnya semua program yang 

dilakukan haruslah diukur dari masalah internal masing-masing desa, agar tidak 

menjadi hambatan ataupun kendala di kemudian hari, masalah seperti 
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administrasi dan lainnya pada internal pedesaan haruslah ditanggulangi dengan 

baik. 

1. Hambatan Hukum 

Hambatan hukum pada program PTSL yang diselenggarakan Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga adalah peristiwa hukum yang akan dijalani, seyogyanya 

aturan hukum pastilah ada faktor pristiwa hukum yang menghalangi ataupun 

mencegahnya, pada program PTSL ini memiliki 2 pristiwa hukum yang menjadi 

hambatan yaitu:92  

a. Peristiwa hukum; yaitu semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan 

akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dalam 

pelaksanaan PTSL Tahun 2018 yang termasuk peristiwa hukum adalah masalah 

waris. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi pelaksanaan PTSL di Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga karena apabila bidang tanah yang ingin didaftarkan 

terkendala oleh sengketa hak waris. 

b. Perbuatan Hukum; yaitu tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum 

berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukannya memang 

mengkehendaki timbulnya akibat hukum yang bersangkutan. Perbuatan hukum 

dapat berupa perbuatan yang sesuai atau menurut peraturan hukum dan perbuatan 

yang melanggar hukum.93 Adanya perbuatan hukum yang menimbulkan dampak 

 
92 Hasil wawancara dengan Bapak Bahrum,SH  selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga, Rabu 24 April 2019 Pukul 10.00 WIB. 
93 http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-perbuatan-hukum.html, diakses Sabtu 

27 April 2019 Pukul 20.46 WIB   
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hukum terhadap subjek dan objek PTSL tentunya dapat menjadi hambatan  

tersendiri bagi pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Sibolga karena 

apabila bidang tanah yang ingin didaftarkan terkendala oleh sengketa hak waris. 

B. Faktor Adat Dan Masyarakat 

Dalam melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kendala yang diperoleh adalah 

berkaitan dengan waktu. Waktu disini dimaksudkan dalam hal pihak BPN kadang 

terlambat datang ke lokasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bukan karena 

pihak BPN lalai atau tidak tepat waktu tetapi karena ada banyak hal juga yang harus 

dikerjakan di kantor BPN. Kemudian kendala yang lain berasal dari masyarakat yang 

belum paham bagaimana cara mengisi formulir pendaftaran dengan baik sehingga 

waktu yag seharusnya dilakukan untuk sosialisasi sekitar satu bulan pada realitanya 

dilakukan lebih dari satu bulan, yaitu dua bulan 

Dalam hal ini kesadaran masyarakat berperan penting terhadap pelaksanaan PTSL 

karena apabila masyarakat sebagai pemohon tidak cekatan dalam memenuhi 

persyaratan administrasi maka akan menghambat atau mempengaruhi proses 

pelaksanaan PTSL dan yang jelas sangat memakan waktu. Mengenai BPHTB pada 

program PTSL di sibolga juga masih sama layaknya pelaksanaan di kota lain yang 

masih menerima keluhan dari masyarakat terhadap pungutan biaya yang harus 

dikeluarkan. Hal tersebut juga dikarenakan pengetahuan masyarakat yang masih 

kurang. 
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C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan 

Melihat beberapa kendala di atas maka baik kiranya jika ada upaya yang dapat 

dilakukan untuk menanggulanginya, berikut beberapa upaya-upaya yang dilakukan 

Kantor Pertanahan Kota Sibolga untuk menganggulangi kendala dan hambatan pada 

program PTSL:  

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program PTSL 

Untuk menanggulangi tingkat pemahaman masyarakat Kota Sibolga maka 

panitia melakukan penyuluhan tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap ini., bahkan penyuluhan berupa tahapan yang haruslah dilakukan karena 

tertera pada Permen ATR/Ka BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap. Penyuluhan yang dilakukan kantor pertanahan juga 

sangatlah simple dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh oleh 

masyarakat.  

Tahap penyuluhan ini juga memuat sesi diskusi yang berisi Tanya jawab 

antara panitia dengan masyarakat yang mengikuti tahapan penyuluhan tersebut, 

mengenai teknis diskusi dan sesi Tanya jawab dilakukan dengan efisien dan 

efektif untuk menghemat waktu yang dipakai karna pada dasarnya program ini 

dilakukan dan dilaksanakan untuk mempercepat waktu pendaftaran hak atas tanah 

yang ada di Kota Sibolga. 

Kantor Pertanahan Kota Sibolga berupaya mengubah pola pikir masyarakat 

yang beranggapan bahwa tanah itu yang terpenting adalah dapat diambil 

manfaatnya dan memenuhi kebutuhan hidup. Kantor Pertanahan juga telah 
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berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa tanah juga memerlukan perlindungan 

hukum agar ketika suatu saat terjadi permasalahan yang yang mengakibatkan 

masuk dalam wilayah pengadilan, pemilik tanah dapat membuktikan 

kepemilikannya. Hal ini juga dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan 

dalam pelaksanaan kegiatan PTSL untuk tahun-tahun kedepannya.  

2. Upaya mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa bentuk 

koordinasi Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan Kota Sibolga hanya 

bersifat sekedar mengetahui dan menginstruksikan kepada Kepala Wilayah 

Kecamatan yang berada dalam wilayah. Anggaran yang didapatkan oleh Kantor 

Pertanahan Kota untuk pelaksanaan program PTSL ini Murni dari APBN dan 

tidak ada sumber anggaran lain dalam pelaksanaannya termasuk tidak tersedianya 

anggaran PTSL yang bersumber dari Pemerintah Kota Sibolga.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dengan sedemikian rupa, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut; 

1. Pengaturan mengenai PTSL tertera pada Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN yang 

menerangkan secara terperinci satu persatu langkah-langkah yang dapat dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Sibolga untuk 

melakukan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.  

2. Pelaksanaan PTSL yang diatur dalam Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 

2018 memiliki beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan 

tersetruktur. Tahap demi tahap kegiatan dalam PTSL tentunya harus merujuk 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Hambatan dalam kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap 

terbagi menjadi dua bagian yaitu hambatan secara teknis yang menyangkut 

sumber daya manusia dan pemahaman dari masyarakat yang masih kurang, dan 

hambatan hukum terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum seperti tanah 

yang akan dilakukan pendaftaran terkendala oleh sengketa hasil warisan dan lain-

lain. Upaya yang dapat dilakukan adalah tahapan penyuluhan hukum yang lebih 
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mendalam dan dengan materi yang mudah dipahami oleh masyarakat Kota 

Sibolga agar tidak terjadi gagal paham. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut; 

1. Pengaturan tentang PTSL menurut Permen-ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 

tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap pada dasarnya sudah jelas, tinggal 

bagaimana mengaplikasikannya di lapangan. Disarankan untuk Kantor 

Pertanahan Kota Sibolga agar memperhatikan baik-baik pengaturan yang ada dan 

berlaku. 

2. Pelaksanaan kegiatan PTSL di Kota Sibolga masih kurang efektif, karnanya 

disarankan agar panitia Kantor Pertanahan Kota Sibolga meningkatkan kinerja 

karena tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan PTSL sangat panjang. 

Berikutnya saran untuk hambatan  adalah kesolitan dan kematangan yang harus 

dimiliki terutama untuk panitia ajudikasi agar tidak terjadi permasalahan secara 

teknis ataupun hukum. Seharusnya ada upaya represif untuk mencegah adanya 

hambatan yang signifikan dan upaya preventif yang dilakukan dengan harapan 

untuk menjadi jalan keluar jika sudah dalam hambatan.  

3. Kantor Pertanahan Kota Sibolga harus membuat tim khusus yang dapat berbaur 

dengan mudah pada masyarakat Kota Sibolga dalam rangka untuk mewujudkan 

penyuluhan yang lebih efisien terkait dengan kendala gagal paham masyarakat.   
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